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ABSTRAK

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang saat ini sudah
dikenal merebak di kalangan masyarakat. Pada dasarnya narkotika merupakan
obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan
dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun seiring perkembangan zaman,
penggunaan narkotika saat ini semakin meningkat karena tidak lagi dipergunakan
untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan, tetapi disalahgunakan oleh
berbagai kalangan bahkan oleh kalangan anak-anak. Seperti halnya orang dewasa,
anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat dihukum apabila terbukti
melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun untuk penjatuhan sanksi dan proses
peradilannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Peradilan Anak. Penelitian mengenai berkas putusan dari tahun 2008 sampai 2013
di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta ada satu perkara yang ditangani
mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yakni perkara No.
97/Pid.Sus/2011/PN.Btl.

Dari hal tersebut timbul permasalahan mengenai bagaimana perlakuan yang
diterapkan hakim di persidangan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkotika yang
dilakukan oleh anak pada perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. Untuk menjawab
permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris di mana
beberapa Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini dijadikan
sebagai bahan acuan untuk penelitian. Selain itu juga menggunakan analisis
kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam
skripsi ini adalah metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari
pernyataan atau fakta-fakta umum menuju khusus. Penelitian ini dilakukan di
Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta dan yang menjadi narasumber adalah
Hakim yang memutus perkara tersebut.

Adapun hasil penelitian ini bahwa perlakuan yang diterapkan kepada anak
di persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak yang intinya anak diperlakukan khusus berbeda dengan orang
dewasa. Mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam
memutus perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl., hakim menggunakan dasar
pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis di sini meliputi surat
dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa,
barang bukti, tindakan pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.
Sedangkan pertimbangan non yuridis didasarkan pada sosiologis, psikologis,
kriminologis, dan filosofis anak tersebut yang mana hakim melihat pada hasil
Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Badan Pemasyarakatan yang merupakan
pembimbing kemasyarakatan. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
hakim menjatuhkan pidana penjara 7 bulan. Penjatuhan pidana penjara tanpa
direhabilitasi menurut penulis kurang sesuai, karena jika anak tidak direhabilitasi
tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari akan mengulanginya lagi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset bangsa dan generasi penerus masa depan. Untuk
mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas maka tanggung jawab
bersama antara orang tua, masyarakat lingkungan tumbuh anak, aparat yang
terkait, lingkungan pendidikan baik formal maupun informal, serta negara.

Perkembangan zaman di segala bidang membawa pengaruh dalam pola
kehidupan baik berpengaruh positif maupun negatif. Salah satu pengaruh
negatif adalah adanya orang tua yang terlalu sibuk dengan kepentingan sendiri
tanpa memperhatikan kepentingan anak, sehingga kontak pribadi antara orang
tua dan anak tidak ada. Pola didik orang tua yang sibuk dengan urusannya
sendiri menciptakan suasana perkembangan kejiwaan yang tidak diinginkan
oleh anak, sehingga anak cenderung berperilaku salah. Hal tersebut tentu saja
akan mengganggu perkembangan anak dan tidak menutup kemungkinan akan
menimbulkan penyimpangan-penyimpangan.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair' menyebutkan dalam bukunya bahwa
penyimpangan perilaku anak saat ini sudah tidak dapat lagi dikatakan biasa,
dan harus ada tindak lanjut yang serius dari semua pihak, karena di dalam
tindakan penyimpangan perilaku yang dilakukan anak tersebut sudah
menyebabkan jatuhnya korban. Maka dalam menghadapi masalah anak nakal,

orang tua dan masyarakat sekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap
pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

! Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Novindo
Pustaka Mandiri, 2001), him. 23.



Masalah penyimpangan anak biasanya lebih dikenal dengan kenakalan
anak. Kenakalan anak yang terjadi tidak hanya sebatas membolos sekolah,
berbohong, ataupun mencoret-coret dinding akan tetapi sudah masuk dalam
kelompok kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Kejahatan-
kejahatan ini misalnya mengenai pencurian, pelecehan seksual, dan yang lebih
memprihatinkan lagi sudah merambah kepada penyalahgunaan narkotika.

Belakangan ini penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak semakin
merebak. Hal ini menjadi permasalahan serius karena narkotika pada dasarnya
diciptakan dengan berbagai jenis yang fungsinya untuk pengobatan penyakit
tertentu dan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila
narkotika tersebut digunakan tidak sebagaimana mestinya, pastinya akan
melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Walaupun pelaku kejahatan adalah anak-anak, yang mana menurut
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah
yang berumur 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun
namun dengan adanya tinjauan kembali dari Mahkamah Konstitusi maka
diubah menjadi berumur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun,
tentu harus mendapat sanksi. Pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan selain
untuk penegakan hukum juga untuk menjamin rasa keadilan baik korban dan
masyarakat yang telah dirugikan dengan adanya tindak pidana tersebut. Setiap
tindak pidana yang pelakunya masih anak-anak, harus ada pertimbangan serius
sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu perlakuan terhadap anak di

persidangan harusnya diperlakukan khusus berbeda dengan perlakuan kepada



orang yang sudah dewasa. Perlakuan-perlakuan khusus tersebut sudah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak. Namun
dalam praktiknya masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
Contoh kasus mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan anak
yakni perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. di Pengadilan Negeri Bantul
Yogyakarta. Dalam perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl., Yanuar Nur Fajar als
Zanu bin Wijono (yang selanjutnya disebut terdakwa) melakukan tindak pidana
narkotika untuk dirinya sendiri. Putusan pengadilan menyatakan bahwa
terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Walaupun sebelumnya
hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan,
hendaknya hakim tidak memberi hukuman pidana penjara namun direhabilitasi
demi masa depan anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Walaupun
saran dari Balai Pemasyarakatan menyebutkan anak tersebut diberikan pidana
penjara, namun hakim sebaiknya mempertimbangkan mengenai rehabilitasi
terhadap anak. Hal tersebut tentu saja memberikan kesempatan bagi anak untuk
menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.
Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengambil
judul penelitian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. terhadap Anak sebagai Pelaku

Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, yang menjadi rumusan
masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1. Bagaimana perlakuan yang diterapkan hakim di persidangan terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkotika

yang dilakukan oleh anak pada perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui perlakuan yang diterapkan hakim di persidangan
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
pidana narkotika yang dilakukan oleh anak pada perkara No.
97/Pid.Sus/2011/PN.Btl.

2. Kegunaan
Kegunaan baik secara teoretis ataupun secara praktis yang didapat dari
penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoretis
1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum pada

umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang pertimbangan

hakim menjatuhkan sanksi pidana narkotika yang dilakukan anak.



2) Memberikan alternatif pemikiran kepada Hakim Pengadilan Negeri
Bantul mengenai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi
pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis di sini yakni berguna untuk mengembangkan
penalaran dan mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi
persoalan hukum terutama tentang sistem pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan sanksi pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

D. Telaah Pustaka

Menurut Sardjono®, telaah pustaka sangat berguna bagi proses
pembahasan diadakannya penelitian ini. Fungsi kajian pustaka pada dasarnya
untuk menunjukkan bahwa fokus yang diangkat dalam diadakannya penelitian
belum pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya. Beberapa literatur yang
dijadikan telaah pustaka membantu penyusun dalam melakukan penelitian ini
sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini.
Adapun karya yang menjadi objek tersebut adalah sebagai berikut:

Penulis membaca buku karangan Maidin Gulltom® yang berjudul
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di

Indonesia, yang mana buku ini memuat sistem peradilan anak di Indonesia.

2 Sardjono, dkk., Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama
Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan kalijaga, 2008), him. 9.

® Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak Di Indonesia, cet. Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2006).
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Selain itu dalam buku ini banyak teori-teori tentang perlindungan hukum anak
yang berhadapan dengan hukum.

Selain buku karangan Maidin Gultom, penulis juga membaca buku karya
Kusno Adi* yang berjudul Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan
Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Dalam buku ini berisi penjelasan seputar
hukum acara peradilan anak, prosedur peradilan anak serta ketentuan-ketentuan
apa saja yang harus menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap terdakwa anak di bawah umur.

Karya tulis atau skripsi dari Lina Muakhiroh® dengan judul “Sanksi
Pengguna Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri
Yogyakarta Tahun 2002)”, yang mana skripsi ini mengkaji putusan tindak
pidana narkotika oleh anak selama tahun 2002 di Pengadilan Negeri
Yogyakarta yang dianalisis dari segi penjatuhan sanksi dan pertimbangan
hakim terhadap pengguna narkotika oleh anak serta membandingkannya
dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis
lebih difokuskan pada satu kasus saja yakni pada perkara No.
97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. di Pengadilan Negeri Bantul yang mana penulis
menganalisis dari pelaksanaan putusan serta perlakuan yang diterapkan kepada
anak tersebut, dasar hakim dalam memutus perkara, dan saya tidak

membandingkannya dengan perspektif hukum Islam.

* Kusno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Oleh Anak, cet. Pertama, (Malang: UMM Press, 2009).

® Lina Munakhiroh, “Sanksi Pengguna Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan di
Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2002)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

6



Skripsi karya Vindriyanti®, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna
Narkotika (Studi Putusan No 91/PidB/2006/PNYk)” juga menjadi telaah
pustaka karena skripsi ini mengkaji pada putusan. Namun penelitiannya
dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mana dalam skripsi ini
menganalisis penjatuhan sanksi dan pertimbangan hakim terhadap pengguna
narkotika serta membandingkannya dengan perspektif hukum Islam dan
menganalisis perkara tersebut dari segi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997
tentang Narkotika. Sedangkan dalam penelitian penulis, lebih fokus pada satu
perkara yakni perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. di Pengadilan Negeri
Bantul mengenai pelaksanaan putusan serta perlakuan yang diterapkan kepada
anak tersebut, dasar hakim dalam memutus perkara, dan tidak membandingkan
dengan perspektif hukum Islam serta tidak membandingkan dengan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Selanjutnya penulis juga menjadikan makalah milik Nashriana’ Dosen
Universitas Sriwijaya, ‘“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Pidana Penjara terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba” sebagai telaah
pustaka. Makalah ini mengkaji pada perkara pidana narkoba yang dilakukan
anak mengenai pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan pidana penjara, dan
upaya yang dapat dilakukan agar hakim lebih mengedepankan putusan yang

bersifat mengobati (rehabilitasi) dibanding dengan pidana penjara.

® Vindriyanti, “Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Narkotika (Studi Putusan No
91/PidB/2006/PNYK)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2008.

" Nashriana, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara terhadap
Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba”, Makalah, Universitas Sriwijaya.
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E. Kerangka Teoretik
1. Teori Pemidanaan
Pemidanaan secara sederhana diartikan dengan penghukuman.
Penghukuman yang dimaksud adalah berkaitan dengan penjatuhan pidana
dan alasan-alasan pembenar dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang
dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan

secara sah, dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Mengenai tujuan pemidanaan pada prinsipnya ada dalam berbagai
teori pemidanaan yang lazim digunakan. Adapun tiga teori pemidanaan

yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:
a. Teori absolut atau teori pembalasan (retributive/vergeldings theorieen).

Teori ini dikenal dengan teori mutlak, teori imbalan, atau teori
pembalasan. Menurut Wirjono Prodjodikoro®, teori absolut ini memuat
penjelasan bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa
tawar-menawar. Maksudnya adalah apabila seseorang mendapat pidana
karena telah melakukan kejahatan maka pemberian pidana di sini
ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah
melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan dan ahli hukum pidana yang menganut teori
ini, di antaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan JJ
Rousseau. Dari banyaknya tokoh penganut teori ini, Hegel merupakan

penganut yang terkenal. Menurut Hegel dalam bukunya Muladi dan

8 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika
Aditama, 2008), him. 23.
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Barda Nawawi®, berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis

sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk
pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan
penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan menurut Djoko
Prakoso® sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa
puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal

dengan perbuatan yang telah dilakukan.
b. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien).

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk
penegasan terhadap teori absolut. Walaupun secara historis teori ini
bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut yang hanya
menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap
penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan
dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga

ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Menurut Andi Hamzah®, teori ini berprinsip penjatuhan pidana
guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk
suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan,
memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan

° Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni,
2010), him. 12.

19 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), him. 47.

11 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him. 34.



khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya
tidak melakukan delik.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini dalam
bukunya Djoko Prakoso'® berpendapat bahwa pencegahan tidak perlu
dilakukan dengan siksaan, akan tetapi cukup dengan memberikan
peraturan yang sedemikian rupa sehingga apabila orang setelah membaca
akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman
hukuman, prevensi umum juga dilakukan dengan cara penjatuhan
hukuman dan eksekusi. Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan
cara-cara yang kejam agar masyarakat umum takut dan tidak melakukan

hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, yang menjadi substansi tujuan
pemidanaan sesuai dengan prevensi umum banyak menuai kritikan. Pada
prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan pada pribadi si penjahat
agar tidak mengulangi perbuatannya. Van Hamel dalam bukunya Andi

Hamzah™® menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah:

1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah
penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat
buruknya.

2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.

3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin
diperbaiki.

4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

12 Djoko Prakoso, Hukum Penitensier ..., him. 47.

13 Andi Hamzah, Asas-Asas ..., him. 36.
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Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif,
negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan
penegakkan hukum dengan cara prenventif guna menegakkan tertib

hukum dalam masyarakat.
c. Teori gabungan (verenigingstheorien).

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori
absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan
pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan
maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan

antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua
teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan
menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur
pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan
pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yangmemposisikan

seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro®, bagi pembentuk undang-undang
hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu
dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.
Penulis dalam hal ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang

disampaikan Wirjono Prodjodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum ...,hlm. 29.
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bukanlah didasarkan dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan
unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si
pembuat (penjahat) diproses melalui perpaduan logika dan hati yang

terlahir dalam sebuah nurani.

2. Teori Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada
manusia yang mencerminkan dirinya sendiri, dan harus memperoleh
jaminan hukum. Hak tersebut dapat efektif apabila dapat dilindungi hukum.
Melindungi hak-hak dapat terjamin apabila hak-hak itu adalah bagian dari
hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.
Mengenai pengertian HAM, A. Gunawan Setiardja™® memberikan
pendapat dalam bukunya sebagai berikut:

a. Definisi yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasikan dalam
naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat baik dalam konstitusi
nasional maupun dalam perjanjian internasional.

b. Definisi politis HAM yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu
proses dinamis dalam arti luas berkembangnya masyarakat suatu
masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya keputusan-keputusan yang
diambil dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya
mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan
tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik
yang mana hukum berakar dalam keadaan politik konkret di masyarakat.

c. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi normatif HAM.
Makna etis HAM menyangkut pada problem esensial di mana klaim
individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik.
Pengertian klaim etis pada dasarnya mengandung di dalamnya suatu
pandangan teoretis menenai landasan norma-norma etis.

5 A. Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila,
(Yogyakarta: Kanisius, 1993), him. 89-90.
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Selain pendapat di atas, Komisi Nasional'® dalam hal ini telah
mengajukan dua argumen mengenai klaim universalitas paham HAM, yaitu:
a. Paham HAM adalah individualistik, yang berdasarkan pertimbangan:

1) Bahwa HAM memfokuskan kepada perhatian orang pada hak-haknya
sendiri saja. Masyarakat sekedar sebagai sarana pemenuhan kebutuhan
individual dan mengharap agar masyarakat dan negara memenuhi
tuntutan-ptuntutannya.

2) Paham HAM dilihat sebagai menempatkan individu, kelompok, dan
golongan masyarakat yang berhadapan dengan hukum bukan dalam
kesatuan dengannya. Masyarakat bukan menyatu dengan negara
melainkan perlu dilindungi terhadapnya.

b. Paham HAM bertolak dari suatu pengertian tentang otonomi manusia
yang tidak ditemukan di luar beberapa kebudayaan asing dan
bertentangan dengan agama. Menurut agama, manusia tidak otonom
melainkan dalam segalanya di bawah kehendak dan hukum Tuhan.

Klaim HAM atas keberlakuan universal menurut Maidin Gultom®’,
bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia dan
bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Mengenai paham HAM,
dikatakan bahwa manusia wajib diperlakukan dengan cara tertentu yang
mana segala perbedaan antara manusia yang satu dengan lain tidak dapat
mendasari perbedaan HAM walaupun manusia tersebut melanggar hukum.

Perundang-undangan yang ada di Indonesia telah memiliki sejumlah
legislasi yang mengatur secara khusus perlakuan terhadap orang-orang
(meliputi orang dewasa dan anak-anak) yang disangka, dituduh, dan
diputuskan secara hukum telah melanggar hukum pidana yang berlaku.

Berkaitan dengan jaminan pemenuhan Hak Asasi Manusia termasuk di

dalamnya hak-hak anak, instrumen lokal juga telah menetapkan Undang-

16 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1997), him. 52-54.

" Maidin Gultom. Perlindungan Hukum terhadap Anak ...., him. 9.
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Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal
khusus yang mengatur tentang hak-hak anak adalah Pasal 52 sampai Pasal
66. Namun yang berkaitan dengan jaminan perlakuan terhadap anak-anak
yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus pada butir-butir Pasal
66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
dengan jelas menerangkan sebagai berikut:

(1)Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan
penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2)Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada
pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.

(3)Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum.

(4)Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh
dilakukan sesuai dengan hukum vyang berlaku dan hanya dapat
dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan
secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan
pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,
kecuali demi kepentingannya.

(6)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan
hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya
hukum yang berlaku.

(7)Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

. Teori Keadilan

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar
negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara sampai sekarang
tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara

Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila
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yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang
berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai,
mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan,
penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu
akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa
Indonesia. Apabila pengakuan, penerimaan, atau penghargaan tersebut
direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa
Indonesia maka dalam hal ini sekaligus menjadi pengembannya dalam
sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya
Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai
rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju
pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi
“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan
sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum
nasional yang bersumber pada Pancasila.

Kahar Masyhur'® dalam bukunya mengemukakan pendapat tentang
apakah yang dinamakan adil, terdapat tigal hal tentang pengertian adil.

a. “Adil” ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya.
b. “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain
tanpa kurang.

c. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa
lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama,

18 Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, (Jakarta: Kalam Mulia, 1985), him. 71.
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dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai
dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif
hukum nasional, Suhrawardi® memberi pendapat bahwa terdapat hal
penting mengenai adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah
pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada
pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban maka
dengan sendirinya kita mengakui “hak hidup”. Hak hidup tersebut harus
dipertahankan dengan cara bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan
tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian terhadap orang
lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup).
Dengan pengakuan hak hidup orang lain maka dengan sendirinya
diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk
mempertahankan hak hidupnya.

Konsep demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari
Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada
hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan hubungan yang
serasi antar manusia secara individu dan kelompok individu yang lainnya
sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. Hubungan adil dan

beradab di sini menurut Purnadi Purbacaraka®® dapat diumpamakan sebagai

19 Suhrawardi K. Lunis, Etika Profesi Hukum, Cet. Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
him. 50.

2 pyrnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum,
(Jakarta: Rajawali, 1982), him. 83.
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cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang, jadi bila

peradabannya tinggi maka keadilanpun mantap.

Lebih lanjut menurut Kahar Mansyur?, apabila dihubungkan dengan
“keadilan sosial” maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan
kemasyarakatan yang mana keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.

b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-
pengusaha.

c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu,
pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan
tidak wajar.

Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan
kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai
orang yang “main hakim sendiri”. Sebenarnya perbuatan tersebut sama
halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi
ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial dalam
hal ini menyangkut kepentingan masyarakat dan dengan sendirinya individu
yang berkeadilan sosial tersebut harus menyisihkan kebebasan individunya
untuk kepentingan individu lainnya

Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak maka keadilan
di dalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan

keadilan-keadilan yang bersifat umum di antara keadilan-keadilan individu.

Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-

2! Kahar Masyhur, Membina Moral ..., him. 71.
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hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada di
dalam kelompok masyarakat hukum.

Hukum dan keadilan harus ditegakkan di mana harus berlandaskan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta
segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan
dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai kesadaran yang
hidup di masyarakat. Keadilan yang hendak ditegakkan di sini antara lain
adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Falsafah Pancasila, Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta nilai-nilai yang
terdapat dalam perundang-undangan yang lain. Penegakkan hukum dan
keadilan tentu saja akan menjadikan peradilan yang adil.

Pengertian peradilan yang adil adalah jauh lebih baik daripada
penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal. Dalam
pengertian peradilan yang adil ini terkandung penghargaan akan hak
kemerdekaan seseorang warga negara. Meskipun seseorang warga negara
telah melakukan perbuatan yang tercela, namun hak-haknya sebagai warga
negara tidak boleh terhapuskan. Menurut Mardjono Reksodiputro®,
peradilan yang adil mencakup tiga hal, yakni sebagai berikut:

a. Perlindungan terhadap sewenang-wenang dari pejabat negara.

b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah atau tidaknya
terdakwa.

c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (kecuali sidang anak dan sidang
tentang kesusilaan).

d. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk

dapat membela diri sepenuh-penuhnya.
4. Teori Sistem Hukum

%2 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta:
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Ul, 1994), him. 32-33.
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Teori sistem hukum ini dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.
Sebagaimana dikutip Otje Salman dan Anton F. Susanto®, Lawrence M.
Friedman mengatakan bahwa sistem hukum tersebut meliputi:

a. Struktur hukum (legal structure), yaitu bagian-bagian yang bergerak di
dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan
dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (Legal Substance), yaitu hasil aktual yang diterbitkan
oleh sistem hukum, misal putusan hakim berdasarkan Undang-Undang.

c. Budaya Hukum (Legal Culture), yaitu sikap publik atau nilai-nilai
komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem
hukum, atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem
hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik
masyarakat.

Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik
maka hukum itu merupakan satu kesatuan yang dapat dipertegas sebagai
suatu yang mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem yang meliputi
tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-
lembaga, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban. Selain itu juga mencakup isi
norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang
berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Dalam hukum
itu sendiri juga ada kultur yang pada dasarnya memuat nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.

Terkait dengan sistem hukum, Otje Salman mengatakan perlu ada

suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum

harus mencakup tiga aspek di atas, yang secara ilmuan berjalan melalui

2 Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan
Membuka Kembali, (Bandung: Refika Aditama, 2004), him. 153.
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langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan
(Legislation Planing), proses pembuatannya (law making procces), sampai
kepada penegakan hukum (law inforcement) yang dibangun melalui
kesadaran hukum (law awareness) masyarakat.**

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan
ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor
tersebut adalah sebagai berikut:®
Faktor hukumnya sendiri.

Faktor penegak hukum.
Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
Faktor masyarakat.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pop o

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya yang
merupakan esensi dari penegak hukum, juga menjadi tolok ukur dari pada
efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Gunnar
Myrdal sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto®, menulis sebagai Sof
Development di mana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan,
ternyata tidak efektif. Gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor
tertentu yang menjadi halangan. Faktor tersebut dapat berasal dari
pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (Jastitabeken)

maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.

24 Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum Mengingat, ..., him. 154.

% Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2004), him. 8.

% 1bid, him. 127.
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Agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik, menurut pendapat
Parson dalam bukunya Soerjono Soekanto,?” yang dapat menjadi semacam
alternatif, Beliau menyebut ada 4 (empat) hal yang harus diselesaikan
terlebih dahulu, yaitu:

a. Masalah legitimasi (yang menjadi landasan bagi penataan kepada aturan).

b. Masalah interprestasi (yang menyangkut soal penetapan hak dan
kewajiban subyek, melalui proses penerapan aturan tertentu).

c. Masalah sanksi (menegaskan sanksi apa, bagaimana penertapannya, dan
siapa yang menerapkannya).

d. Masalah yuridis yang menetapkan garis kewenangan bagi yang berkuasa
menegakkan norma hukum, dan golongan apa yang berhak diatur oleh
perangkat norma itu.

Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan
mengenai pelaksanaan putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam
memutus perkara tindak pidana narkotika. Dalam hal ini menurut Bambang
Waluyo® hakim wajib memperhatikan faktor sebagai pemidanaan di
antaranya adalah sebagai berikut:

Kesalahan pembuat tindak pidana.

. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.

Cara melakukan tindak pidana.

. Sikap batin pembuat tindak pidana.

Riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat tindak pidana.
Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
Apakah tindak pidana yang dilakukan dengan berencana.

S SQ N0 00 TP

2 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi ..., him. 15.

%8 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 91.
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Hal tersebut perlu diperhatikan agar putusan hakim lebih dapat
dipertanggungjawabkan dan agar penjatuhan pidana dirasakan adil bagi

korban, masyarakat, maupun pelaku yang telah melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu
penelitian yang dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan
mendasarkan pada data. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang narkotika, serta perundang-undangan lain yang
mengatur tentang anak dan tentang tindak pidana narkotika. Dari putusan
dan perundang-undangan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai data
untuk wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tindak pidana
narkotika di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta.
2. Sumber Penelitian
a. Data Primer
Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yakni di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta yakni putusan No.
97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. dan wawancara dengan hakim yang memutus

perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak.
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b. Data Sekunder
Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan
mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
¢) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak.
e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak.
h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
J) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
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b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh anak serta peradilan anak.
c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
d) Surat kabar.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:
a) Kamus Hukum.
b) Kamus Bahasa Indonesia.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul
Yogyakarta.
4. Penentuan Narasumber
Narasumber yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah Hakim
yang memutus perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl.
5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut:
a. Alat yang digunakan yakni pedoman wawancara dan kamera.
b. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik
wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada
pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani dengan tindak pidana

ini, dalam hal ini yakni Hakim di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta
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yang memutus perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl. Selain itu juga
menggunakan teknik kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan
normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas
putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta

penelahaan beberapa literatur yang sesuai dengan materi yang dibahas.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama
penelitian menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini merupakan
analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara
sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang
diteliti. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir
yang menggunakan kata-kata yang bersifat umum dan kemudian diambil
faktor-faktor khusus sehingga diambil suatu suatu gambaran yang jelas

tentang masalah atau keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori mengenai tinjauan
umum tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, yang meliputi

pengertian narkotika dan jenis-jenis narkotika, ketentuan-ketentuan tentang
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tindak pidana narkotika, pengertian anak dan pengertian tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, serta faktor-faktor anak melakukan tindak pidana
narkotika.

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada teori tentang tinjauan
umum peradilan anak dan gambaran umum Pengadilan Negeri Bantul
Yogyakarta, yang meliputi peradilan anak di Indonesia, dasar pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang, dampak penerapan
sanksi bagi anak pelaku tindak pidana, serta gambaran umum Pengadilan
Negeri Bantul Yogyakarta.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan
pembahasan yang berisi analisis putusan perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl.
serta pembahasan tentang perlakuan yang diterapkan hakim di persidangan
terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan dasar yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana narkotika yang
dilakukan oleh anak pada perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan

mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan anak, hakim
memberikan perlakuan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana orang
dewasa. Berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang
berhadapan hukum, Hakim Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta mengacu
pada Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Selain itu, perlakuan hakim terhadap anak yang
melakukan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang mana
hakim, penyidik, dan penuntut umum yang menangani perkara anak harus
mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Selain
mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak tersebut, hakim juga memperhatikan surat edaran dari Dirjen
Pemasyarakatan yakni Keputusan Menteri Kehakiman No. M-01-PW.07
Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang
serta Keputusan Kehakiman No. M.01-PK.04.10-25 Tahun 1998 tentang

Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
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2. Dalam memutus perkara No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl., hakim menggunakan
dasar-dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis
meliputi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi,
keterangan terdakwa, barang bukti, tindakan pidana, dan pasal-pasal dalam
Undang-Undang Narkotika. Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim
membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS selaku
pembimbing kemasyarakatan yang di dalam laporan tersebut sudah memuat
unsur-unsur sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak. Dengan
pertimbangan dasar yuridis dan non yuridis tersebut maka putusan hakim
semata-mata bukan sebagai bentuk balas dendam kepada anak melainkan
bertujuan untuk membangun kembali pengendalian diri anak yang
diharapkan ketika anak telah selesai menjalani putusan hakim, anak dapat
diterima dengan baik oleh masyarakat. Namun putusan dari hakim tersebut
kurang sesuai karena si anak mendapatkan hukuman pidana penjara bukan
rehabilitasi. Karena si anak memakai narkotika tidak hanya sekali saja. Jika
tidak mendapat rehabilitasi, si anak bisa memakai narkotika kembali apabila
sudah selesai menjalani hukuman. Sebagai pemula, tindakan rehabilitasi
sejak dini akan sangat membantu terdakwa untuk mendapatkan hak

kesehatan dan hak pendidikannya.

B. Saran

1. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
seharusnya tidak hanya memberi ancaman pidana berupa pidana penjara

saja, namun mengatur ancaman pidana alternatif seperti pidana kurungan
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atau pidana denda. Karena pidana penjara dalam Undang-Undang Narkotika
hanya diberlakukan secara umum kepada orang yang melakukan tindak
pidana narkotika saja (tidak ada aturan khusus jika pelakunya anak-anak).
Walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak sudah mengatur kekhususan dalam Pasal 26 Ayat (1)
mengenai ancaman pidana penjara terhadap anak nakal. Hal ini akan
membuat putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika
hanya terpaku pada ancaman pidana penjara saja bukan pada hukuman yang
lain atau hak rehabilitasi. Dalam hal ini akan lebih baik jika hakim
memberikan putusan merehabilitasi anak dengan pertimbangan masa depan
anak masih panjang dan akan menutup kemungkinan si anak untuk

mengulangi perbuatannya lagi.

. Agar orang tua, masyarakat, dan pemerintah dapat meningkatkan kesadaran
bahwa masalah dan perhatian terhadap anak semestinya tanggung jawab

bersama sehingga anak tidak terjerumus pada perbuatan kriminal.

. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak maka segenap pihak yang terlibat dalam proses
peradilan pidana anak harus didorong sejak saat ini untuk lebih sensitif

terhadap kondisi anak.
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PUTUSAN

No. 97/Pid.Sus/2011/PN Btl.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara sidang

peradilan anak pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, .

dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO
Tempat Lahir : Bantul
Umur/Tanggal Lahir . 17 tahun/04 Januari 1994

- Jenis Kelamin . Laki-laki
Kebangsaan . Indonesia
Tempat Tinggal : Depok RT.002/-, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan

Kretek, Kabupaten Bantul

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK (kelas 2)

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23-9-2011 sampai dengan sekarang.

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum walaupun
Hakim telah | melakukan penunjukan Penasehat Hgkum secara prodeo yaitu
PURWATMGSKL SH berdasarkan Penetapan No. 97/Pen.Pid/2011/PN Btl;

Terdakwa didampingi Petugas BAPAS serta orang tua terdakwa sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut':

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No:97/Pen.Pid/2011/PN Btl tgl 21 Oktober 2011
tentang Penunjukan hakim tunggal.
- Penetapan Hal‘(im No:97/Pen.Pid./2011/PN Btl tgl. 21 Oktober 2011 tentang hari sidang.

- Berkas perkara dan surat-surat yang lain berkenaan dengan perkara ini.



Telah mendengar dan memperhatikan :

- Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti
yang diajukan di persidangan.

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

- Pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 3 November 2011 yang pada
pokoknya mert;ohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menya.takan terdakwa YANUAR NUR FAJAR ALTAS ZANU BIN WIJIYONO bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pjdana penjara terhadap 'terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dengan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa
tetap ditahan. .

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan daun ganja yang disimpan dalam
bekas bungkus rokok mentol warna hitam berat + 0,81 gram

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP m_erk SAMSUNG model SGH C450 warna hitam dengan nomor
simcard XL 0877399033022

Dikembalikan kepada terdakwa YANUAR NUR FAJAR ALIAS ZANU BIN

WIIIYONO

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah
mengajukan pembelaan secara lisan pada tanggal 3-11-2011 yang pada pokoknya menyatakan

mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi

tindak pidana lagi.
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Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan
tetap pada tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan
dd&m No. Reg : PDM-46/BNTUL/08/2010 tanggal : 31 Agustus 2010 yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

------ Bahwa ia terdakwa YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO pada hari

Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada

waktu laix; dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Depok RT.002/- Kelurahan

Parangtritis; Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak atau

melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pz‘ada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 08.30 WIB Petugas
Lalu Lintas Pospol Bakulan Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat
bahwa terdakwa YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO diduga telah
menyimpan narkotika jenis ganja, selanjutnya Petugas Lalu Lintas Pospol Bakulan
Polres Bantul me_laporkan informasi tersebut kepada BRIGADIR WINARTA
SAPUTRA, kemudian saksi BAYUDI bersama rekan-rekannya menindaklanjuti
informasi tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan
Raya Imogiri Timur tepatnya sebelah selatan Mako Brimob Gondowulung, Bantul,
Yogyakarta, BRIGADIR WINARTA SAPUTRA beserta rekan-rekannya berhasil
menangkap terdakwa dan terdakwa mengaku masih menyimpan daun ganja kering
yang disimpan di rumahnya.

- Bahwa berdasar keterangan terdakwa tersebut, pada hari Selasa tanggal 20 September

2011 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan
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petugas berhasil men;amukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang dicampur
dengan dayn ganja yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Black Menthol
warna hitam dengan berat +0,81 gram yang merupakan jenis narkotika yang disimpan
di bawah tempat tidur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang yang
ditemukan tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Bantul guna pemeriksaan lebih
lanjut.

- Bahwa 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan daun ganja yang disimpan dalam
bekas bungkus rokok Djarum Black Menthol warna hitam dengan berat +0,81 gram
tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang
berwenang dan berdasarkan ‘Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No.Lab.: 1062/NNF/IX/2011 mengandung ganja serta terdaftar dalam Golongan I
(satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---—--Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

------ Bahwa ia terdakwa YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO pada hari

Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada

waktu lain dalam bulan September tahun 2011 bertempat di Depok RT.002/- Kelurahan

Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, menggunakan

Narkotika Golongan 1 secara tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan cara sebagaJ berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 08.30 WIB Petugas
Lalu Lintas Pospol Bakulan Polres Bantul mendapatkan informasi dari masyarakat

‘bahwa térdakwa YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO diduga telah
menyimpan narkotika jenis ganja, selanjutnya Petugas Lalu Lintas Pospol Bakulan

Polres Bantul melaporkan informasi tersebut kepada BRIGADIR WINARTA
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SAPUTRA, kemudian saksi BAYUDI bersama rekan-rekannya menindaklanjuti

informasi tersebut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan
Raya Imogiri Timur tepatnya sebelah selatan Mako Brimob Gondo@ulung, Bantul,
Yogyﬁkarta, BRIGADIR WINARTA SAPUTRA beserta rekan-rekannya berhasil
menangkap terdakwa dan terdakwa mengaku masih menyimpan daun ganja kering
yz;ng disimpan di rumahnya.

Bahwa berdasar keterangan terdakwa tersebut, pada hari Selasa tanggal 20 September
2011 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan
petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang rokok yang dicampur
dengan daun ganja yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Black Menthol
warna hitam dengan berat +0,81 gram yang merupakan jenis narkotika yang disimpan
di bawah tempat tidur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang yang
ditemukan tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Bantul guna pemeriksaan lebih
lanjut. |

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan daun ganja yang dicampur dengan
tcmba.kau; rokok sebanyak 10 (sepuluh) batang yang' diperoleh dari saksi REDY
CLARA CIPTA als REDY bin PURWADI dengan cara dihisap, sebanyak 4 (empat)
batang digunakan oleh terdakwa bersama saksi SUPRIYO HADI als YOYOK bin
SUKARI, saksi REDY CLARA CIPTA als REDY bin PURWADI dan saksi
SUGIYARTO als BENCENG bin SARINO pada hari Senin tanggal 19 September
2011 sekira pukul 1630 WIB di rumah saksi SUGIYARTO als BENCENG bin
SARINO; sedangkan sebanyak 6 (enam) batang digunakan di Pantai Depok,
Parangtritis, Kretek, Bantul pada hari Senin tanggal 19' September 2011 sekira pukul
19.00 WIB bersama saksi REDY CLARA CIPTA als REDY bin PURWADI dan saksi
SUPRIYO HADI als YOYOK bin SUKARL.

Bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan Urine  Nomor

"R/184/IX/2011/Biddokkes, hasil pemeriksaan urine terdakwa a.n. YANUAR NUR
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FAJAR als ZANU bin WIJONO menunjukkan hasil Cannabinoids/Narkotika Positif

)

——---Perbuatan terdakwa adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan,
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai
berikut :

1. Saksi BAYUDI

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 1430 WIB di jalan raya
imogiri timur tepatnya sebelah selatan mako Brimob Gondowulung Bantul. '
bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan
melakukan penggeledahan ditemukan handphone dan menurut terdakwa
masih mempunyai dan menyimpan ganja yang telah dicampur dengan rokok
yang diletakkan dirumah terdakwa

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang
disaksikan juga oleh saksi KARSONO selaku Kadus ditemukan satu batang
rokok di dalam bungkus rokok Djarum Black Mentol warna hitam yang
disimpan di bawah tempat tidur

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi dengan terdakwa diperoleh
keterangan bahwa ganja tersebut adalah sisa yang telah digunakan
sebelumnya bersama dengan saksi YOYOK dan saksi SUGTYARTO.

- Bahwa benar setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa saksi bersama

rekannya membawa terdakwa ke polres bantul guna dilakukan pemeriksaan

lebih lanjut.
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- Bahwa benar menurut saksi telah ditanyakan kepada terdakwa bahwa

terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak dalam rangka pengobatan dan
tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
Ménimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar
dan tidak keberatan.
2. Saksi DANANG IRAWAN

. Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari
selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 14.30 WIB di jalan raya
imogiri timur tepatnya sebelah selatan mako Brimob Gondowulung Bantul
bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan
melakukan penggeledahan ditemukan handphone dan menurut terdakwa
masih mempunyai dan menyimpan ganja yang telah dicampur dengan rokok
yang diletakkan dirumah terdakwa

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang
disaksikan juga oleh saksi KARSONO selaku Kadus ditemukan satu batang
rokok di dalam bungkus rokok Djarum Black Mentol warna hitam yang
disimpan di bawah tempat tidur

- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi dengan terdakwa diperoleh
keterangan bahwa ganja tersebut adalah sisa yang telah digunakan
sebelumnya bersama dengan saksi YOYOK dan saksi SUGTYARTO.

- Bahwa benar setelah mendapatkan keterangan dari terdakwa saksi bcrsama‘.

rekannya membawa terdakwa ke polres bantul guna dilakukan pemeriksaan

lebih lanjut.

- Bahwa benar menurut saksi telah ditanyakan kepada terdakwa bahwa
terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak dalam rangka pengobatan dan
tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

dan tidak keberatan.
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Saksi SUGIYARTO ALIAS BENCENG

Bahwa benar saksi menggunakan ganja bersama dengan terdakwa pada hari
senin tanggal 19 September 2011 sekira jam 16.30 WIB di rumah saksi

Bahwa benar saksi tidak tahu ganja tersebut berasal dari mana, karena pada
waktu itu terdakwa hanya mengajak saksi untuk menggunakan ganja tersebut
Bahwa benar saksi bersama terdakwa, REDY, dan saksi YOYOK telah
menggunakan ganja dengan cara ganja tersebut dicampur dengan rokok
kemudian dibakar dan dihisap secara bergantian sampai habis linting ganja
tersebut.

Bahwa benar saksi menggunakan ganja tersebut hanya diajak oleh terdakwa
dan hanya coba — coba

Bahwa benar saksi menyatakan tidak ditangkap oleh polisi karena menurut
keterangan dari polisi di dalam diri saksi tidak ditemukan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar-

dan tidak keberatan.

4,

Saksi SUPRTYO HADI ALIAS YOYOK

Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa, saksi YOYOK dan REDY
menggunakan ganja di rumah saksi SUGIYARTO alias Benceng pada hari
senin tanggal 19 September 2011 sekitar pukul 16.30 WIB.

Bahwa benar kemudian saksi menggunakan kembali ganja tersebut pada
malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB habis 3 (tiga) linting, dan pada saat
itu saksi SUGIYARTO alias Benceng tidak ikut, hanya terdakwa, saksi, dan
saudara REDY

Bahwa benar saksi bersama terdakwa, REDY, menggunakan ganja dengan
cara ganja tersebut dicampur dengan rokok kemudian dibakar dan dihisap
secara bergantian sampai habis linting ganja tersebut.

Bahwa benar saksi menggunakan ganja tersebut hanya diajak oleh terdakwa

dan hanya coba - coba
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Bahwa benar saksi menyatakan tidak ditangkap oleh polisi karena menurut

keterangan dari polisi di dalam diri saksi tidak ditemukan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan.

5. Saksi KARSONO

bahwa benar saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah milik bapak
WIJONO (orang tua terdakwa) pada hari selasa tanggal 20 September 2011
pukul 17.00 WIB di depok RT 02 Kel. Parangtritis kec Kretek.

Bahwa benar saksi melihat petugas narkoba dari polres bantul melakukan
penggeledahan dan menemukan 1 (satu) batang rokok yang disimpan dalam
bungkus rokok jarum balack mentol warna hitam dan disimpan dalam kamar
terdakwa

Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa ditanya oleh petugas narkoba dari
polres bantul ganja tersebut adalah miliknya dan merupakan sisa dari

penggunaan satu hari sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan

tidak keberatan,

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada

pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas sat narkoba pada hari selasa
tanggal 20 september 2011 sekitar pukul 14.30 WIB di jalan imogiri timur
tepatnya sebelah selatan Mako Brimob Gondowulung

B‘ahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri
terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian terdakwa mengakui kalau
masih menyimpan sisa daun ganja yang ada dirumahnya

Bahwa benar kemudian setelah terdakwa dibawa ke rumah terdakwa untuk

dilakukan penggeledahan dan disaksikan oleh pak dukuh
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Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di kamar milik terdakwa

petugas sat narkoba polres bantul menemukan satu linting rokok yang telah
dicampur ganja kering yang diletakkan dalam bungkus rokok Djarum Black
Mentol

Bahwa benar terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari REDY.

Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah menggunakan ganja pada hari senin
tanggal 19 September 2011 sekira jam 16.30 WIB di rumah saksi
SUGIYARTO alias Benceng bersama dengan saksi SUGIYARTO, REDY
dan SUPRIYO HADIL

Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggunakan kembali di pantai depok
parangtritis pada hari senin tanggal 19 September 2011 sekutar pukul 19.00
WIB bersama dengan saksi SU\I\"RIYO HADI dan REDY

Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara dicampur
dengan rokok kemudian dihisap seperti menghisap rokok dan dilakukan
secara bergiliran.

Bahwa benar .sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan ganja

Bahwa benar terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak
yang berwenang.

Bahwa benar terdakwa bukanlah berprofesi sebagai penyalur pedagang besar
farmasi tertentu kepada lembaga .ilmu pengetahuan tertentu tetapi hanya
wiraswasta biasa.

Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang

milik terdakwa.

Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi.
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Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang
bukti berupa :
- 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan daun ganja yang disimpan dalam
bekas bungkus rokok mentol warna hitam berat + 0,81 gram
-1 (satﬁ) buah HP merk SAMSUNG model SGH C450 warna hitam dengan nomor

simcard XL 0877399033022

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa
dengan dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam
dakwaan primair : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika subsid‘air - Pasal 127 ayat (1) huruf 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika. :

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka
terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu Pasal 111 ayat (1)
Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:
| - Unsur setiap orang
- Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,
menyimpan, menguasai atau menyediakan

- Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Ad.1 Unsur setiap orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang yang dapat bertindak
sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab secara
hukum atas perbuatannya yang telah dilakukan.
Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa

YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO telah dihadapkan di depan persidangan oleh
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Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang sampai saat ini
terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan mampu bertanggungjawab secara hukum,
dimana terdakwa sudah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu
berkomunikasi dengan baik dan lancar, serta mengakui identitas dalam surat dakwaan
Penuntut Umum tersebut adalah benar dirinya dan bukan orang lain, dengan demikian maka
unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah
hukum terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
bahwa penguasaan atau penyimpanan narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi,
pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,
pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari
Selasa tangga1:20 September 2011 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Imogiri Timur
tepatnya sebelah selatan Mako Brimob Gondowulung, Bantul, Yogyakarta terdakwa telah
ditangkap petugﬁs dan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB
dilakukan penggeledahan di.rumah terdakwa, dan petugas berhasil menemukan barang bukti
berupa 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan daun ganja yang disimpan dalam bekas
bungkus rokok Djarum Black Menthol warna hitam dengan berat 0,81 gram yang merupakan
jenis narkotika yang disimpan di bawah tempat tidur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa
dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Bantul guna pemeriksaan
lebih ldnjut. Bahwa sebelumnya terdakwa pemah menggunakan daun ganja yang dicampur
dengan tembakau rokok sebanyak 10‘(sepuluh) batang yang diperoleh dari saksi REDY
CLARA CIPTA als REDY bin PURWADI dengan cara dihisap, sebanyak 4 (empat) batang
digunakan oleh terdakwa bersama saksi SUPRIYO HADI als YOYOK bin SUKARI, saksi

REDY CLARA CIPTA als REDY bin PURWADI dan saksi SUGIYARTO als BENCENG
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bin SARINO pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.30 WIB di rumah

saksi SUGIYARTO als BENCENG bin SARINO; sedangkan sebanyak 6 (enam) batang
digunakan di Pantai Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul pada hari Senin tanggal 19 September
2011 sekira pukul 19.00 WIB bersama saksi .REDY CLARA CIPTA als REDY bin
PURWADI dan saksi SUPRIYO HADI als YOYOK bin SUKARI. Bahwa berdasarkan Berita
Acara l;emeriksaan Urine Nomor : R/184/IX/2011/Biddokkes, hasil pemeriksaan urine
terdakwa a.n. YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO menunjukkan hasil
Cannabinoids/Narkotika Positif (+).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa
telah lama menggunakan ganja tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
maka diperoleh fakta ba};wa terdakwa tidak terbukti telah menanam, memelihara,
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I namun
terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut bagi diri sendiri, dengan

demikian maka unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini tidak terpenuhi maka untuk unsur
ketiga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya
akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf
a Undang-Undahg No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

2. Unsur penyalahguna

3. Unsur Narkotika Golongan I
4. Unsur bagi diri sendiri

Ad.1 Unsur setiap orang



14

Menimban‘g, bahwa unsur ini sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair
di atas yang telah terpenuhi, dengan demikian Hakim mengambil alih penguraian unsur
tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang
menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah segala perbuatan yang
dilakukan tanpa didasari oleh adanya alas hak yang benar, baik menurut peraturan perundang-
undangan maupun ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari
Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan Raya Imogiri Timur
tepatnya sebelah selatan Mako Brimob Gondowulung, Bantul, Yogyakarta terdakwa telah
ditangkap petugas dan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB
dilakukan penggeledahan di rumah terdasz;, dan petugas berhasil menemukan barang bukti
berupa 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan daun ganja yang disimpan dalam bekas
bungkus rokok Djarum Black Menthol warna hitam dengan berat +0,81 gram yang merupakan
jenis narkotika yang disimpan di bawah tempat tidur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa:
dan barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Satresnarkoba Polres Bantul guna pemeriksaan
lebih lanjut. Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menggunakan daun ganja yang dicampur
dengan tembakau rokok sebanyak 10 (sepuluh) batang yang diperoleh dari saksi REDY
CLARA CIPTA als REDY bin PURWADI dengan cara dihisap, sebanyak 4 (empat) batang
digunakan oleh terdakwa bersama saksi SUPRIYO HADI als YOYOK bin SUKARI, saksi
REDY CLARA CIPTA als REDY bin PURWADI dan saksi SUGIYARTO als BENCENG
bin SARINO pada hari Senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.30 WIB di rumah
saksi SUGIYARTO als BENCENG bin SARINO, sedangkan sebanyak 6 (enam) batang
digunakan di Pantai Depok, Parangtritis, Kretek, Bantul pada hari Senin tanggal 19 September
2011 sekira pukul 19.00 WIB bersama saksi REDY CLARA CIPTA als REDY bin

DI dan saksi SUPRIYO HADI als YOYOK bin SUKARI. Bahwa berdasarkan Berita
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Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/184/IX/2011/Biddokkes, hasil pemeriksaan urine

terdakwa an. YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO menunjukkan hasil
Cannabinoids/Narkotika Positif (+).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa
dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa ada
rekomendasi / ijin dari pihak yang berwenang maupun dari dokter dan terdakwa bukan
berprofesi sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika
golongan I kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu
pengetahuan dan télcnologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal
dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengufangi sampai menghilangkan rasa
nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan—golongdn
sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperkuat oleh Berita
Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik dengan nomor lab : 1062/NNF/IX/2011 yang
diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs SISWANTO, yang
diperiksa oleh YAYUK MURTI RAHAYU, BSc dan IBNU SUTARTO, ST yang melakukan
pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan padé diri terdakwa YANUAR NUR
FAJAR. ALIAS ZANU BIN WIIYONO yaitu 1 (satu) linting rokok berisi daun dan biji
dengan berat 0, 568 gram’ dalam bungkus rokok djarum black mentol dengan kesimpulari
sebagai berikut : positif mengandung DERIVAT CANNABINOID / ganja dan terdaftar dalam
Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang — Undang Republik Indonesia
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
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Ad. 4. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa untuk dapat memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika
untuk diri sendiri telah diatur dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 35
Tahun 2069 tentang Narkotika yaitu hanya untuk Narkotika golongan II atau golongan 1T
dalam jumlah terbatas yang dapat diberikan dokter untuk kepentingan pengobatan dan
berdasarkan indikasi medis dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) bahwa Narkotika
golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga berdasarkan
pertimbangan tersebut tentunya dilarang jika Narkotika golongan 1 dipergunakan untuk diri
sendiri.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari
Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 14.30 WIB di- Jalan Raya Imogiri Timur
tepatnya sebelah selatan Mako Brimob Gondowulung, Bantul, Yogyakarta terdakwa telah
ditangkap petugas dan pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB
dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan petugas berhasil menemukan barang bukti
berupa 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan daun ganja yang disimpan dalam bekas
bungkus rokok Djﬁrum Black Menthol warna hitam dengan berat +0,81 gram yang merupakan
jenis narkotika yang disimpan di bawah tempat tidur kamar terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian terhadap terdakwa telah pula dilakukan test urine dan
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/184/IX/2011/Biddokkes, hasil
pemeriksaan urine terdakwa a.n. YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO
menunjukkan hasil Cannabinoids/Narkotika Positif (+).

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur tersebut di atas dihubungkan dengan
fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa
keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum

tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah
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dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termaktub

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan ﬁndak pidana dan
selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun
pembenar, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah
selayaknyalah untuk dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditghan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa tahanan yaf)g telah
dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
- <1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan daun ganja yang disimpan dalam
bekas bungkus rokok mentol warna hitam berat + 0,81 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model SGH C450 warna hitam dengan nomor.
simeard XL 0877399033022
Dikembalikan kepada terdakwa YANUAR NUR FAJAR ALIAS ZANU BIN
WIITYONO.
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis akan
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
Hal-hal yang membératkan :
- Terdakwa tidak mematuhi anjuran Pemerintah untuk memerangi narkoba.
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menégakui terus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat dibina.
Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdakwa masih tergolong anak atau anak

di bawah umur maka untuk membantu memperlancar proses pemeriksaan perkara ini,
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sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak telah dilakukan Penelitian Kemasyarakatan oleh Petugas BAPAS selaku pembimbing
kemasyarakatan sebagaimana isinya terlampir dalam berkas ini;

Menimbang, bahwa hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimb%mg, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam
melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa
sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah
masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa
sepatutnya dipandang tepat dan adil.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,
maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara iniﬂ.yang jumlahnya seperti tercantum
dalam arar putusan. ‘

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tent.ang

Narkotika dan pasal-pasal yang ada dalam KUHAP serta aturan-aturan lain yang bersangkutan

dengan perkara ini:

MENGADILI :
1. Menyatakan terdakwa YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
- dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa YANUAR NUR FAJAR als ZANU bin WIJONO telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan

narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7
(tujuh) bulan.
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5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan

seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan daun ganja yang disimpan dalam
bekas bungkus rokok mentol warna hitam berat + 0,81 gram
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG model SGH C450 warna hitam dengan nomor
simcard XL 0877399033022
Dikémbalikan kepada terdakwa YANUAR NUR FAJAR ALIAS ZANU BIN
WUﬁONO.

8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000;- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 9 November 2011 oleh kami EKA
RATNAWIDIASTUTI, SHMHum Hakim Pengadilan Negeri Bantul. Putusan mana
diucapkan dalam‘ persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu
juga dengan dibantu SAPDANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul serta

dihadiri RAKA BP., SH Jaksa Penuntut Umum dan Petugas BAPAS serta Terdakwa dan

orang tua terdakwa.

Hakim tersebut

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH MHum
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A2/42/1LPN/IX /2011
: UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

: YANUAR NUR FAJAR Bin WLIONO
: Bantul, 04 Januari 1994

: Laki-laki

: Islam

: Indonesia / Jawa / WNI

:SMP

: Pelajar SMK Muhammadyah 111 Yogyakarta
: Belum Kawin

* Depok R1.02 Parangtritis, Kretek, Bantul.

: WLIONO
: Bantul, 31 Desember 1966
T slam '
: Indonesia/Jawa/WNI
:SD
: Pedagang ikan
: Depok R1.02 Parangtritis, Kretek, Bantul,

: Ayah Kandung.

: SUKIWEN
: Bantul, 31 Desember 1963

: Islam

d. Bangsa / Suku / Kewargancgaraan : Indonesia / Jawa / WNI



¢. Pendidikan :SD

f. I_’ékcrjaan : Pedagang ikan
g.Alamal : Depok R1.02 Parangtitis, Kretek, Bantul.
h. Keterangan : Ibu Kandung

C. Susunan Keluarga

No Nama L/P | Usia | Status Keterangan
15 ‘Wijono L 45 TH Ayah Pedagang ikan
2% éukiwen P 48 TH Ibu Swasta
3. | Siswantoko L 128TH | Kakak Swasta
4. Sugiarto Umar F L 24 TH Kakak Swasta

| Yanuar NurFajar | L [17TH | Klien Di Rutan Bantul
6. Yunita Ningrum P 14 TH Adik SMP Kelas I1

. MASALAH
A. Tindak Pidana
Klien YANUAR NUR FAJAR Bin WLIONO sebagai tersangka dalam perkara tindak
pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) dan
atau pasal 127 UL RT No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dilakukan pada hari
Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun Depok Rt.02
Kelurahan Parangiritis Kee. Kretek, Kab. Baniul Yogyakarta, sesuai dengan Laporan
Polisi Nomor : Pol. LP /27 / A/ IX /2011 / DIY / Res. Btl, tanggal 20 September 2011.
Terhadap klien dilakukan  penahanan oleh penividik Satuan Reserse Narkoba Polres
Bantul. Saat data Penclitian Kemasyarakatan ini diperoleh klien sedang menjalani masa
penahanan di Rumah Tahanan Negara Klas 1R Bantul.,
B. Latar Belakang
1. Kurangnya pengawasan dari orang ti;a terhade;p anak.
2. Kondisi klien yang masih labil mudah terpengaruh dalam pergaulan.
3. Pengaruh lingkungan pergaulan yang cenderung negatif

4. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang norma hukum yang berlaku.

C. Kronologis Terjadinya Tindak Pidana

1. Sekitar dua tahun yang lalu klien dikenalkan dengan Sdr. Redi yang beralamat di
wilayah Godean Sleman oleh Sdr. Yoyok yang juga adalah teman main klien,
semenjak perkenalan dengan Sdr. Redi klien terus menjalin hubungan komunikasi
baik lewat HP maupun bertemu secara langsung,

2. Pada hari senin tanggal 19 September 2011 sekira pukul 16.00 WIB sewaktu klien
sedang berada di rumah Sdr. Yoyok, Sdr. Redi SMS kepada klien yang isinya sebagai
berikut : "AKU AREP NGIDUL, AKU GAWAKE BIRU” (Aku akan ke selatan, aku

hawakan birn, pengertian hiru yang dimaksud adalah Pil Calmlet) selanjutnya klien



membalas SMS Sdr. Redi "v0” | setelah Sdr. Redi sampai di rumah Sdr. Yoyok klien
bersama Sdr. Redi dan Sdr. Yoyok pergi menuju ke rumah Sdr. Giyar Alias Benceng
alamat di Ngentak Dusun Depok, Parangiritis, Kretek, Bastul, saaf di jumah Sdr.
Giyar Als Benceng Sdr. Redi Meracik / melinting daun ganja yang dicampur dengan
tembakau rokok dan klien ikut membantu memegang kertas agar tidak kabur,
sedangkan Yoyok dan Benceng berada agak jauh. Di rumah Sdr. Giyar Als Benceng
meracik / melinting daun ganja yang dicampur dengan te{nbakau rokok sebanyak 11
(sebelas) batang, 4 (empat) batang langsung digunakan berempat di rumah Sdr. Giyar
Als Benceng sedangkan 6 (enam) batang digunakan di Pantai Depok Parangtritis,
sisanya 1 (satu) batang dari Sdr. Redi diserahkan kepada klien dan oleh klien 1 (satu)
batang rokok yang dicampur dengan daun ganja tersebut dibawa pulang ke rumah dan
disimpan dalam bekas bungkus rokok Djarum Black Menthol warna hitam kemudian
discmbunyikan di bawah kasur tempat tidur karena takut diketahui oleh orang luanya.
3. Pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 sekira pukul 08.30 WIB teman klien
yang:bernama Arif Widayanta diamankan oleh petugas Pos Polisi Bakulan Bantul
karena mengendarai sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan kaca spion dan pada
waktu dilakukan pemeriksaan STNK dan didalam lipatan STNK ditemukan 1 (satu)
Tablet Calmlet yang diduga adalah obat jenis Psikotropika setelah dilakukan
interogasi Sdr. Aril Widayanta mengakui bahwa obal tersebut mendapatkannya dari
klien, selanjutnya petugas Lalulintas Pos Polisi Bakulan Polres Bantul melaporkan
informasi lersebut kepada petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Bantul, Kemudian -
petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Bantul menindak lanjuti informasi tersebut,
slekim pukul 14.30 WIB klien ditangkap di JIn. Raya Imogiri Timur tepatnya sebelah
selatan Mako Brimob Gondowulung, Bantul, Yogyakarta, klien mengakui masih
menyin:apan daun ganja kering dalam kemasan lintingan rokok tembakau yang

disimpan di rumahnya. Terhadap klien dilakukan penahanan untuk kepentingan proses

hukum selanjutnya.

D. Akibat yang ditimbulk an oleh perhuatan klien terhadap:
1. Dirinya
Klien harus berurusan dengan pihak berwajib, tidak hisa mengikuti pelajaran
disekolah dan tidak bisa bebas beraktifitas seperti biasanya, klien sangat menyesal

alas pebuatannya serla berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

2. Keluarga
Setelah mendengar penangkapan terhadap klien, kedua orang tua merasa terpukul
dan sedih karena klien adalah anak yang diharapkan untuk mengankat derajat
keluarganya justru terjerumus dalam pergaulan yang negatif dan mencemarkan

nama baik keluarga di mata masyarakat,



3. Korban
Pihak yang menjadi korban dalam kasus ini adalah klicn sendiri dan kedua orang tua
klien serta pihak sekolah karena akibal perbuatan klien (el mencemarkin nama

baik keluarga dan sekolahnya.

4. Lingkungan Masyarakat

Masyarakat menjadi resah dan khawatir karena maraknya kasus Narkoba di

kalangan anak-anak remaja saat ini.

5. Pihak Sekolah
Pihak sekolah sangat menyayangkan kasus yang dialami oleh salah satu siswanya
namun demikian pihak sckolah masih memberi kesempatan kepada klien dan
keluarganya untuk berubah dan diharapkan tidak mengulangi perbuatannya di

kemudian hari,

ITI. RIWAYAT HIDUP KLIEN
A. Riwayat Pertumbuhan
Klien dilahirkan di Rumah dengan pertolongan Bidan desa, sejak mulai masuk .TK

. hingga diperoleh data Litmas ini, pertumbuhan fisik dan psikisnya cukup baik.

| B. Perkembangan Kesehatan

Klien belum menderita sakit serius yang perlu penangan khusus oleh dokter. Pada saat

data Litmas ini diperoleh klien dalam keadaan sehat.

C. Riwayat Pendidikan
1. Di Sckolah
a. TK Rungkus Depok Parangtritis Kretek Bantul
b. SD Negeri Bungkus Depok Parangtritis Kretek Bantul
¢ SMP Negeri I Kretek Bantul ;
d. SMK Muhammadyah 111 Yogyakarta kelas XI

2. Diluar Sekolah
' a. Pendidikan Non Formal : klien mengikuti kegiatan olah raga di Pedukuhan.
b. Pendidikan Informal : Klien memperoleh pendidikan budi pekerti dari orang tua

terutama ibunya .

[

IV. PANDANGAN MASA DEPAN

Setelah lulus nanti klien bercita-cita ingin membuka usaha bengkel sepeda motor.



I

VI.

Vil

TANGGAPAN KLIEN TERHADAP MASALAH YANG DIALAMINYA
Klicn menyesali perbuatannya, merasa bersalah khususnya kepada ibu dan ayahnya, karena
telah mencemarkan nama baik keluarga, maupun masyarakal, klien berjanji tidak akan

mengulanginya lagi.

KFEADAAN KELUARGA

A. Riwayat Perkawinan Orang Tua
Orang tua klien menikah di KUA Kretek Bantul pada tanggal 19 Mei 1981 atas restu
kedua. belah pihak, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 3
(liga) ‘laki-laki dan 1 (satu) perempuan klien adalah anak ke-3 dari 4 bersaudara.

Perkawinan kedua orang tua klien masih berjalan harmonis.

B. Relasi Sosial dalam Keluarga
1. Hubungan antara ibu dan ayah klien berjalan dengan baik dan harmonis
2. Hubungan antara klien dengan ayah, ibu, kakak dan adiknya berjalan baik, dan

mereka dapat saling memahami satu sama lain.

C. Relasi Sosial Keluarga dengan Lingkungan Masyarakat
Komunikasi keluarga dengan lingkungan masyarakat cukup baik, mereka dapat
menjalankan kewajiban masing-masing serta adanya rasa kebersamaan yang cukup

tinggi..

D. Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga
Sumber penghasilan keluarga klien bersumber dari ayah dan ibu klien sebagai pedagang
ikan segar di Pantai Depok Parangtritis Kretek Bantul dengan penghasilan harian yang

cukup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari tidak menjadi masalah.

D. Keadaan Rumah
Keluarga klien tinggal di kampung Depok Rt,02° Parangtritis, Kretek, Bantul, status
rumah milik orang tuanya, rumah berukuran 9 x 13 m2 dihuni oleh 6 (enam) orang
anggota‘ keluarga.perabot rumah tangga cukup lengkap walaupun sangat sederhana dan

tertata dengan rapi, penerangan mengunakan listrik dari PLN dan air untuk MCK dari

sumur milik sendiri.

KEADAAN LINGKUNGAN MASYARAKAT

Strata Kehidupan Sosial

Keluarga klien tinggal dipedesaan pesisi: pantai laul selatan yang selalu ramai pengunjung
pariwisata baik lokal maupun mancanegara dan cukup padat penduduknya, kehidupan
sosial ekonomi tergolong menengah kebawah, dengan sarana prasrana telah tersedia dan
dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga setempat, rasa kegotong royongan masih

dijunjung tinggi oleh warga setempat.



'

ML TANGGAPAN PIHAK  KELUARGA, KORBAN, MASYARAKAT, PEMERINTAH
SETEMPAT ’

IX.

A.

Pihak Keluarga

Keluarga berharap agar permasalahan klien segera cepat selesai dan kembali

melanjutkan sckolahnya. . *

. Pihak Korban

Pihak korban dalam hal klien dan kedua orang tuanya maupun pihak sekolah berharap
kejadian ini dijadikan sebagai pelajaran yang berharga agar kejadian serupa tidak

terulang kembali di kemudian hari.

. Pihak Masyarakat dan Pemerintah Setempat

Pemerintah setempat menghimbau agar penanangan pelaku tindak pidana anak dapat
diberikan sanksi yang bersifat pembinaan dan bimbingan, schingga membuat klien

sadar akan perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN / PENDAPAT

A. Kesimpulan

Dari uraian data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa : :

1. Klien YANUAR NUR FAJAR Bin WIJONO sebagai tersangka pelaku tindak pidana
Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 dan atau pasal
127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Kejadian / kasus tersebut dilatarbelakangi oleh faktor kurangnya kontrol sosial dari

orang tua atau keluarga terhadap pergaulan klien yang cenderung negatif.

[958}

Tindak pidana ini telah menjadi pelajaran berharga bagi klien atau keluarga ada

penyesalan dan rasa jera.

4. Saat kejadian usia klien 17 tahun 08 bulan lehih 16 hari sehingga masih memenuhi
persyaratan untuk menyeles:aikan perkara ini dalam perspektif Pengadilan Anak.

5. Orang lua masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anaknya agar kejadian
serﬁpa tidak terulang kembali.

6. Pihak sekolah masih bersedia menerima klien kembali.

7. Pemerintah setempat berharap kepada penegak hukum agar memberikan sanksi

yang sifatnya pembinaan / bimbingan sehingga klien sadar akan perbuatannya dan

tidak mengulanginya lagi di kemudian hari.

Saran / Pendapat

Berdasarkan data dan kesimpulan; diatas serta demi masa depan anak, maka
Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa klien atas nama : YANUAR NUR
FAJAR Bin WIJONO diberikan Pidana Penjara sesuai dengan masa tahanan yang telah

dijalaninya, dengan pertimbangan: .



Klicn maupun orang, tua diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri,

Klicn masih anak dibawah umur dan masa depannya masih panjang ‘dan segera -
melanjutkan sekolahnya,

3. Pihak sekolah masih bersedia menerima klien dan siap bekerja sama dengan pihak

keluarga dalam hal pengawasan terhadap klien.

Demikian hasil Penelitian Kemasyarakatan ini dibuat mengingat kekuatan sumpah jabatan

untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara Anak.

Wonosari, 04 Oktober 2011

Mengetahui,:
Kepala, ¢

Pembj emasyarakatan
g7
PEDRO SOARES, S.H.

NIP. 19680615 199403 1 001 -




KEMENTERIAN AGAMA

TOVRReiniand®

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA ,.’A'\ CERT
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM i,jjj,i 1505001
Alamat: JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614 e
' Yogyakarta 55281
No. . UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 986 / 2013 Yogyakarta, 30 Mei 2013
Hal . Permohonan izin Penelitian

Kepada 5
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Yogyakarta

di

Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No Nama NIM JURUSAN / PRODI -

1 Nurfi Usmianti 10340018 llmu Hukum (IH)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan
pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis llmiah ( Skripsi) yang berjudul
“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
YOGYAKARTA”

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu’alaikum wr.wb.

si, MA.
9570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Membaca Surat

Tanggal

Mengingat

A

SURAT KETERANGAN /IJIN
070/5263/V/6/2013

WD Bid.Ak.Fak.Syariah dan Hukum UIN Nomor . UIN.02/DS.1/PP.00.9/986/2013
30 Mei 2013 Perihal . ljin Penelitian
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing.

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing. Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam
melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia:

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007. tentang Pedoman penyelenggaraan

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008. tentang Rincian Tugas dan

Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan

Perizinan. Rekomendasi Pelaksanaan Survei. Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian,
dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama
Alamat
Judul

Lokasi
Waktu

NURFI USMIANTI NIP/NIM . 10340018

JL MARSDA ADISUCIPTO, YOGYAKARTA

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI BANTUL
YOGYAKARTA =

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.35/PID.SUS/2012/PN.BTL)

BANTUL Kota/Kab. BANTUL

20 Juni 2013 s/d 20 September 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keteranganiijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari
Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/\WWalikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro
Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website
adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi:

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah. dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di
lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir
waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id:

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang

berlaku.

Tembusan :

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Juni 2013
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan); 3 513 1/ 98503 2 003

2. Bupati Bantul, cq Bappeda
3. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
«@. Yang Bersangkutan




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA)
Jin.Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070/ 1586
Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/5263/V/6/2013
Tanggal : 20 juni 2013 Perihal : ljin Penelitian
Mengingat ° a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul;

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun
2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi
Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan
Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang ljin Kuliah
Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di
Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

Nama : NURFI USMIANTI

P. T/ Alamat : UIN SUKA, ]I Marsda Adisucipto Yk.

NIP/NIM/No. KTP  : 10340018 .

Tema/Judul . PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN

Kegiatan TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA (STUDI KASUS
PUTUSAN NO. 35/PID.SUS/2012/PN.BTL)

Lokasi :  PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA

Waktu : 21 Juni 2013 sd 20 September 2013

Personil : 1 orang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Tembusan disampaikan kepada Yth.

BWON -

1.

w

(2]

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan
tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk
mendapatkan petunjuk seperiunya;

. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
. |zin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy

kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai
melaksanakan kegiatan;

. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum

dan kestabilan pemerintah.
Dikeluarkandi : Bantul
Pada tanggal : 21 Juni 2013

s +A.n. Kepala,
< dang Data Pengembangan
j § Kasubid. Litbang
u
13
fw
&

Bupati Bantul (sebagai laporan)

Ka. Kantor Kesbangpol Kab. Bantul

ka. PENGADILAN NEGERI BANTUL YOGYAKARTA
Yang Bersangkutan



PENGADILAN NEGERI BANTUL
JL. PROF.DR.SOEPOMO,SH NO.4

BANTUL
Telp/Fax : 0274 - 367348 email : pn_bantul@yahoo.co.id

Nomor : W13-Us/ 2228 /PB.01/X1/2013
Perihal . Surat Keterangan
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LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL YANG MEMUTUS PERKARA

10.

No. 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl.

Apa saja jenis-jenis tindak pidana yang pada umumnya dilakukan oleh anak?
Kebanyakan usia berapa saja anak tersebut melakukan tindak pidana
tersebut?

Apa saja jenis sanksi yang telah atau pada umumnya dijatuhkan dalam kasus
tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang
pernah terjadi, apa saja faktor penyebab anak melakukan tindak pidana?
Kebanyakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki motif apa?
Bagaimana latar belakang anak (keluarga) yang melakukan tindak pidana?
Mengenai putusan pada nomor perkara 97/Pid.Sus/2011/PN.Btl, apa saja
faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut?
Perlakuan apa yang diperoleh anak selama menjalani proses persidangan?
Hak-hak apa saja yang diberikan kepada anak tersebut?

Seperti yang kita ketahui bahwa status narapidana pastinya akan melekat
kepada anak tersebut, dalam hal ini apa saja yang dilakukan untuk

membangun mental anak ketika si anak tersebut?
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